2Bermula Dari Lapar
Kelaparan adalah burung gagak, 

hitam dan menakutkan 

Rendra, 1970

H

ari menjelang sore, tampak seorang anak berpakaian kotor dan lusuh berjalan kaki di jalan yang tak beraspal di sebuah “favela” (kawasan kumuh).  Sementara siang tadi, delapan teman-temannya --menimos de rua (anak jalanan)-- mati sia-sia ditembak polisi ketika sedang tidur di dekat gereja Candelaria. Jalan raya dan plaza kota, menjadi saksi angkuh bagi para anak jalanan. Raut muka garang polisi sebagai bagian dari regu tembak, anak-anak lusuh dan kelaparan yang menggelayuti dirinya terlukis jelas. Kebrutalan di penjara dan keberingasan anak-anak jalanan yang terpinggirkan menjadi wajah kusam kota Brazil. Ia  seolah menjadi potret tentang meredupnya kediktaktoran.
 Namun, ketika gerbang kemenangan kapitalisme dan demokrasi, menandai keajaiban ekonomi di salah satu negara Amerika Latin itu, ternyata tak banyak memberi harapan bagi “menimos de rua” untuk menikmati arti sebuah kebebasan. Kekuasaan militer yang angkuh justru semakin memarjinalkan anak-anak jalanan dalam kondisi semakin buruk. Demokratisasi tetap tak memberi ruang bagi mereka. Kekerasan perkotaan justru telah memberi label pada dirinya sebagai preman yang terus diburu dan harus dimusnahkan. Bahkan berdasarkan laporan polisi Federal, pada tahun 1989-1990 saja hampir 5.000 anak-anak jalanan dibunuh, karena dianggap sebagai warga berbahaya. 

“Kelaparan dan kemiskinan telah menciptakan kematian dan kekerasan hidup  sehari-hari di Brazil,” tulis Nancy Scheper-Hughes (1992).
 Kelaparan menyiratkan kemiskinan. Sejarah kelaparan itu tidak saja hanya dialami oleh masyarakat Brazil, ia menjadi gambaran sejumlah masyrakat di sejumlah negara berkembang si belahan bumi ini. Gambaran tentang Brazil tak beda dengan Indonesia, masyrakat kota miskin dan tak mempunyai pekerjaan yang tetap, lantaran meningggalkan desa pertanian yang tak lagi mampu dijadikan tumpuan harapan mereka. Di Brazil, para pendatang dari desa ke kota disebabkan karena lahan tebu yang dikelola telah diambil alih oleh sejumlah tuan tanah feodal. Dan penyakit kelaparan tak bisa dihidari lagi. 
Kelaparan telah menunjuk pada suatu keadaan yang  mendarah daging dan sangat tipis untuk dikenali perbedaan antara belas kasihan atau kedengkian. Kelaparan seolah mengusung pengertian yang lebih luas tentang orang-orang  yang tak mempunyai makanan secara mencukupi. Ia menjelma menjadi sebuah tragedi dan horor, terutama sekali menyebabkan kematian yang terus-menerus menebar. Kelaparan yang terus berlangsung itu, telah menggerus kondisi masyarakat kian menderita. Maka, bukan mustahil beberapa masyarakat mencoba mencari pelampiasan untuk meredakan rasa sakit akibat kelaparan itu. 
Kelaparan seringkali merujuk pada kondisi rendah dan merosotnya tingkat konsumsi makanan. Kelaparan terjadi karena kemiskinan yang tak bisa dielakkan. Dan, kondisi kemiskinan seringkali merujuk pada kondisi fisiknya – baik persoalan lingkungan tempat tinggal dan perumahan, bahan makanan yang dikonsumusi, maupun pakaian yang dikenakan (lihat Dicksen, 1977: 88;  Goshe dan Keith Griffin: 1980:545; Hall dan James Midgley, 2004:14; Fukuyama, 2004:12; Sar, 1980:2; dan Sen, 1982). 
Kemiskinan yang paling konkret adalah terlihat dari kondisi materi fisik, yang sekaligus menyangkut aspek ekonominya. Kemiskinan juga bisa dilihat dari kemampuan si pelaku dalam mendapat akses pelayanan sosial baik menyangkut akses pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga akses pelayanan politik. Namun, di sebagian masyarakat yang berbeda, kemiskinan justru tak jarang dijadikan strategi adaptif setiap individu dalam ranah sosialnya yang terwujud dan diimani dalam kebudayaannya (lihat Friedman, 1979:101; Lawang, 2002; Lewis; 1959 dan 1966; Macarow, 2003:23; Stack, 1974; dan Suparlan, 2004: 74-76). 

Ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu ekonomi misalnya, menawarkan pemahaman konsep kemiskinan dengan menggunakan pengukuran pendapatan per waktu kerja sebulan. Artinya dengan pengukuran tersebut akan mendapat angka-angka kongkret tentang jumlah orang miskin yang ada  di suatu masyarakat, dan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan.
[image: image1.emf] Padahal, seperti juga kebudayaan, kemiskinan dapat berwujud pada perilaku dan sikap yang bisa jadi tidak tampak secara eksplisit. Artinya, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari faktor fisik semata.  Sebab, manusia dapat saja berperilaku dan bersikap kaya, walaupun sebenarnya mereka miskin. Demikian juga sebaliknya. Pertanyataan yang muncul, apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan?


Marilah kita mundur ke belakang, bercermin pada kondisi tahun 1970 misalnya, ketika Bank Dunia memperluas pinjaman kepada negara-negara berkembang dan negara yang baru merdeka. Awalnya mereka memberi pinjaman lunak bahkan dengan suku bunga rendah. Namun, ketika  suku bunga dinaikkan pada awal tahun 1980-an, negara-negara peminjam menjadi terperangah. Tiba-tiba mereka memiliki hutang kian menimbun dan tidak mampu membayarnya. 
Dari sinilah IMF-- sebagai pemegang kendali keuangan global --bermain peran untuk mengarahkan model perekonomian nasional yang cenderung diarahkan pada pengintegrasian pasar global  atau pasar bebas. Memang, pasar bebas mendapatkan perlawanan di berbagai negara, sebut saja Afrika Selatan tahun 2000, Aljazair 1988, Amerika Serikat tahun 1999, Argentina tahun 2000, Australia tahun 2000, Bangladesh tahun 2000, Brazil tahun 2000, Bolivia 1985, dan banyak lagi negara menentang. Namun, perlawanan itu tak banyak menggoyahkan posisi pemegang  ororita tersebut. Negara-negara penghutang itu tetap saja mengerutkan dahi  (lihat Laporan Bank Dunia 1999). 
 Tak terkecuali Indonesia, pasar bebas telah membawa bangsa ini pada bertambahnya daftar orang-orang miskin yang kian terpuruk. Keterpurukan ini membawa perubahan yang besar pada kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar bebas yang seolah-olah semarak dengan barang-barang yang beraneka ragam yang melimpah, namun kekurangan daya beli yang mengakibatkan kompetisi terlalu tinggi. 
Berbagai kebijakan globalisasi ekonomi, seperti yang dibuat oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO, lebih menekankan produksi pangan untuk ekspor ketimbang untuk konsumsi lokal. Petani-petani gurem, yang sebelumnya mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dan juga komunitas-komunitasnya, dipaksa meninggalkan tanah ladang mereka. Tanah ladang mereka lantas diganti oleh agribisnis berskala besar yang menghasilkan barang-barang berkeuntungan tinggi (Laporan Bank Dunia, 1999). Barang-barang tersebut, tak lain ditujukan untuk kepentingan ekspor ke negara-negara kaya. Sejumlah petani yang dulu mampu berswasembada terpaksa berpindah ke kota. Padahal, kota biasanya lebih cenderung mengakomodasi sektor industri dan jasa dibanding sektor agraris yang dikuasai para petani tersebut, maka terciptalah kondisi yang disebut sebagai kemiskinan di perkotaan. 
Dengan demikian, kemiskinan di perkotaan – terutama yang terjadi di Indonesia – pada dasarnya bermula dari terjadinya kemiskinan di pedesaan. Menurut sejumlah ahli, masalah tenaga kerja dan urbanisasi sehingga menciptakan kemiskinan di perkotaan berkaitan erat dengan munculnya kemiskinan di pedesaan (bandingkan pada Boiroh, 1973, Breman, 1980, dan Sayogo, 2002).
 Juga, prediksi United Nation (1995:81), penduduk Indonesia akan berada di kota pada tahun 2025 mencapai 60,7 persen, sedangkan sisanya 30,9 persen masih tetap berada di desa. Bahkan,  Jakarta misalnya,  diprediksi pada tahun 2015 akan menempati posisi nomor lima di antara kota-kota raksasa dunia dengan penduduk 21,2 juta jiwa. Tekanan penduduk yang begitu besar di kota, menimbulkan berbagai persoalan – baik menyangkut jumlah orang yang memperebutkan tempat tinggal maupun mata mata pencaharian – yang pada akhirnya menciptakan kemisikinan di perkotaan. 

Dalam kasus di Jawa misalnya, migrasi keluar dari pertanian telah terjadi disertai kenaikan jumlah hari (jam) kerja per orang, dimana pendapatan meningkat karena curahan tenaga yang meningkat, bukan oleh kenaikan upah. Jelas waktu itu bahwa di Jawa kapasitas serap tenaga kerja di pertanian sudah terbatas sekali, maka peluang lain dicari di luar pertanian. Suatu proses penyesuaian dalam luas usahatani terjadi yang membuat usahatani lebih mampu bertahan dan berkelanjutan, dimana terjadi dorongan (push) maupun tarikan (pull). Peluang kerja bagi tenaga kerja golongan tak-berlahan dan petani gurem di desa terdapat di jalur transmigrasi (dari Jawa ke lain daerah) dan di luar pertanian yang makin luas berkembang di masa akhir 1980-an. Hal ini berarti dampak daya tarik (pull) ke luar pertanian makin kuat di masa itu.( Sayogo, 2002)
Kota akan diisi orang-orang desa dengan kultur agraris. Arus urbanisasi secara terus menerus, akibat tidak ada lagi lahan pekerjaan di desa membuat kondisi kemiskinan di perkotaan. Para petani melakukan urbanisasi ke kota dan memilih pekerjaan  baru di perkotaan pada dasarnya telah terjadi penyesuaian struktural. Padahal, latar belakang orang-orang desa yang berkultur agraris itu akan bebenturan dengan gaya kehidupan industri di perkotaan. Hal itu, tentu bertolak dari kenyataan bahwa tidak semua penduduk kota terlibat atau memperoleh pekerjaan dari pabrik, atau perusahaan, atau kantor pemerintah, yang lazim disebut sektor formal. Justru tidak sedikit di antara penduduk kota yang tertampung di sektor bukan formal, atau lazim disebut sektor informal. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam sektor informal antara lain adalah, pedagang kaki lima, penjual koran, penyemir sepatu, penjaga kios, pengemis, pelacur, dan yang lain.
Jan Breman (1980:1-35) berpendapat sektor formal digunakan dalam pengertian pekerja bergaji, seperti pekerjaan dalam industri dan kantor pemerintah. Hal itu  meliputi: (a) sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan dan merupakan bagian dari struktur pekerjaan yang terjalin  secara terorganisasi; (b) pekerjaan yang secara resmi terdaftar  statistik perekonomian; dan (c) syarat-syarat bekerja dilindungi oleh hukum. Sedangkan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dimasukkan dalam istilah sektor informal (suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai kegiatan yang dalam istilah umum disebut sebagai “usaha sendiri”). Sektor informal biasanya sulit dicacah dan sering terlupakan dalam sensus resmi. Keith Hart (1982) yang pertama kali menggunakan istilah informal ini, melihat perkembangan ekonomi politik di Afrika Barat yang memperlihatkan adanya ketidak seimbangan antar sistem kehidupan ekonomi dipedesaaan dengan sistem ekonomi di perkotaaan dan dengan peningkatan  jumlah penduduk yang tidak terkendali telah menghasilkan adanya sektor informal yang membengkak di perkotaan yang sebenarnya dapat digunakan sebagai indikator bagi tingkat kemunduran perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. 
Umumnya para pendatang yang tidak dapat ditampung oleh sistem ekonomi perkotaan, sehingga mereka tergolong berpenghasilan rendah atau tidak tetap atau juga hidup di sektor informal yang digolongkan sebagai golongan sosial ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang hidup disektor formal. Gejala-gejala munculnya  sektor informal disebabkan oleh tidak sanggupnya sitem perekonomian  kota setempat dalam menampung  potensi tenaga kerja para pendatang tersebut  yang terjadi terutama di negara-negara yang sedang berkembang.
Menurut Hart (1973: 61-89), setelah mengamati kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, Ghana, pada dasarnya kesempatan memperoleh penghasilan di perkotaan dapat dibagi ke dalam kegiatan formal dan  informal. Masing-masing kelompok itu dibedakan dalam berbagai kategori yang didasarkan pada kegiatan yang dilakukan individu, jumlah pendapatan dan pengeluaran yang mengalir dalam perekonomian kota. Selain itu, perbedaan sektor formal dan informal dapat dilihat dari keteraturan cara kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu, serta status hukum yang dilakukan. Dan, sektor informal  merupakan kegiatan yang dilakukan kelompok miskin di perkotaan dalam rangka mempertahankan hidup mereka. Konsep sektor informal yang dilontarkan Hart tersebut, ternyata direspons positif oleh ILO (International Labour Office) dan dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan di delapan kota negara berkembang, yaitu  Sierra Leone (Free Town), Nigeria (Lagos dan Kana), Ghana (Kumasi), Kolombo, Jakarta, Manila, Kordoba, dan Brazil (Campinas). Berdasarkan hasil penelitian di kota-kota tersebut diungkapkan bahwa mereka yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya miskin, berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, dan modal usaha rendah (lihat Manning dkk., 1996:76-77). Beberapa temuan yang merupakan kesimpulan dari penelitian di delapan kota tersebut ternyata mendapat respons dari sejumlah ahli. Bahkan tak jarang yang kemudian mengkritisi dengan hasil penelitian baru, yang hasilnya berbeda belakang dengan temuan sebelumnya. Mazumdar (1976) misalnya, mencatat bahwa tidak semua yang melakukan kegiatan di sektor informal berpenghasilan rendah. Pendapatan mereka justru bervariasi, bahkan kalau dibandingkan dengan kelompok buruh atau karyawan (kantor pemerintah, perusahaan swasta, dan yang lain di perkotaan) yang tergolong dalam sektor formal,  pekerja menekuni sektor informal  justru lebih tinggi. Selain itu, kesimpulan bahwa yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya miskin, oleh Mazumdar -- yang juga meneliti masalah pengangguran di Semenanjung Malaysia – disanggah. Sebab, dibandingkan dengan pendapatan mereka ketika masih di desa, pendapatan sekarang dengan menekuni sektor informal di kota justru jauh lebih besar. 
Sektor informal di perkotaaan Indonesia khususnya di Jakarta, telah berkembang dan merupakan suatu alternatif pilihan yang menguntungkan bagai para pendatang maupun warga kota yang berpenghasil rendah untuk dapat mencapai kebutuhan-kebutuhan  hidupnya.  Pada masa kini sektor informal bukan hanya berkembang, tetapi telah membengkak. Salah satu kegiatan di sektor informal adalh kegiatan pedagang kaki lima  yang di Jakarta sekarang ini merupakan suatu masalah  yang dihadapi Pemda  DKI yang berusaha untuk mengembalikan keteraturan penatan ruang kota yang sesuai dengan fungsi-fungsi keguanaannya (bandingkan pada Moir dan Wirosardjono, 1977).
Membengkaknya sektor informal ini disebabkan oleh adanya kenyatan bahwa di beberapa bidang, ternyata sektor informal tersebut memberikan keuntungan yang berlipat-lipat besarnya di bandingkan dengan pekerjaankan dengan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Bekerja di sektor informal tidak membutuhkan modal besar, tidak perlu standar pendidikan, keahlian, yang dimiliki hanya kemauan untuk berusaha. Untuk mengenal ciri-ciri sektor informal di Indonesia (Magdalena,1991).

Magdalena (1991: 45) menyebutkan yang dimaksud dengan sektor informal adalah: (1) Kegiatan usaha tidak terorganiser secara baik, akrena  unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang  tersedia di sektor formal;  (2) pada umumnya unit usaha ini tidak emmpunyai ijin usaha; (3) pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik dalam arti loaksi maupun jam kerja; (4) pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini; (5) unit usaha berganti-ganti  daris atu sub sektor ke sub sektor yang lain; (6) teknologi yang digunakan tradisonal; (7) modal and perputaran usaha relatif ekcil, sehingga skal operasinya kecil; (8) untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh  dari pengalaman sambil bekerja; (9) pada umumnya unit usaha berasal dari keluarga sendiri; (10) sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi; dan (11) hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi berpengahsilan menengah ke bawah. 
Jenis pekerjaan yang termasuk dalam sektor informal antara lain adalah, pedagang kaki lima, penjual koran, penyemir sepatu, penjaga kios, pengemis, pelacur, dan yang lain. Sektor informal biasanya sulit dicacah dan sering terlupakan dalam sensus resmi. Sektor informal seringkali didefinisikan sebagai usaha-usaha tingkat rendahan yang hanya membutuhkan sedikit modal dan digambarkan ketidakmenentuan pekerjaan dan pendapatan (bandingkan pada Sanchez, 1981: 144-158). 

Di antara sejumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam sektor informal tersebut, ternyata jenis pedagang kaki limalah, yang dianggap sejumlah ahli ilmu sosial  keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang penting dan nyata di sejumlah negara berkembang dan mampu memecahkan tingkat kemiskinan di perkotaan (bandingkan pada Bromley, 1978 dan Sanchez, dkk. 1981). 
Dari sinilah, keberadaan pedagang kaki lima menjadi menarik untuk didiskusikan. Pertama, keberadaan pedagang kaki lima sangat menandai dinamika dan mobilitas di perkotaan (Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin). Bahkan, Kedua, keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu di antara sejumlah usaha di sektor informal yang kehadirannya menjadi “jawaban terakhir” proses pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sektor industri dan kemiskinan di lingkungan perkotaan.

Di satu sisi pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha di sektor informal yang mampu mengatasi kemiskinan perkotaan – karena ia yang padat karya (membutuhkan modal yang tidak terlalu besar), mandiri, bersifat kewiraswastaan, dan tak terlalu banyak menggantungkan pada uluran tangan pemerintah (bandingkan pada Broomley, 1978). 
Akan tetapi, di sisi lain, pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang rawan terhadap sejumlah resiko. Baik menyangkut ketidakmenentuan usaha yang tidak memiliki standar secara pasti, maupun jaminan keamanan yang akan menandai tingkat berlangsungnya usaha. 
 Misalnya, mereka tak jarang harus diperas petugas keamanan dan preman, atau dikejar-kejar petugas ketertiban kota lantaran dianggap menciptakan kesemrawutan lingkungan dan bertentangan dengan penataan kota. Lebih dari itu, persaingan yang kurang sehat pun sangat sulit untuk dihindari di antara mereka (bandingkan pada McGee.1973).


Jika demikian gambarannya, lalu mengapa para pedagang kaki lima tetap bertahan mengembangkan usahanya, padahal pekerjaan tersebut sangat rawan terhadap sejumlah resiko, baik menyangkut kenyamanan, keamanan, dan persaingan yang tidak sehat? 
Sejumlah hipotesis yang ditawarkan berikut bisa jadi menjadi jawaban sementara, namun tentu saja tujuannnya tidak untuk diuji dan menguji gambaran di lapangan yang sebenarnya. 
Pertama, seseorang bertahan menjadi pedagang kaki lima, karena usaha tersebut merupakan salah satu usaha yang tidak permanen dan menguntungkan secara ekonomi. Jika pedagang kaki lima merupakan usaha yang tidak permanen, maka sewaktu-waktu pekerjaan itu jika tidak menguntungkan secara ekonomis akan mudah ditinggalkan atau berganti usaha lain. Akan tetapi, jika pekerjaan itu menguntungan secara ekonomis, maka sejumlah resiko akan dihadapi demi mengembangkan usaha tersebut. Jika sejumlah resiko akan dihadapi demi mengembangkan usaha tersebut, maka dibutuhkan sejumlah strategi bagi para pedagang kaki lima dalam mengatasi resiko tersebut (bandingkan pada  Broomley, 1978, Lukman, 1995, Munir, 1993, dan Saleh, 1995)

Kedua, menekuni usaha sebagai pedagang kaki lima tidak membutuhkan pendidikan yang terlalu tinggi. Jika latar belakang pendidikan tidak menjadi persyaratan utama, maka sebenarnya pekerjaan sebagai pedagang kaki lima bisa dilakukan oleh siapa saja.  Jika pekerjaan sebagai pedagang kaki lima bisa dilakukan oleh siapa saja, maka para urbanis dari desa yang berlatar belakang petani pun bisa menekuni usaha pedagang kaki lima. Jika  urbanis dari desa yang berlatar belakang petani pun bisa menekuni usaha pedagang kaki lima, maka kemampuan untuk menjalankan usaha – yang berbeda dengan sektor agraris – harus dilakukan melalui pemagangan. Jika kemampuan menjalankan usaha sebagai pedagang kaki lima harus dilakukan dengan pemagangan, maka diperlukan adanya seseorang penampung yang bisa dijadikan sarana belajar bagi calon pedagang kaki lima. Jika calon pedagang kaki lima membutuhkan seseorang penampung yang dapat dijadikan sarana belajar mereka, maka keluarga terdekatlah yang bisanya menerima kehadiran mereka  (bandingkan pada Ali, 1989,  Bairoh, 1973, Breman, 1980, dan Latief, 1977).

Ketiga, berusaha sebagai pedagang kaki lima biasanya tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Jika mengembangkan usaha pedagang kaki lima tidak membutuhkan modal besar, maka dengan kemampuan modal keuangan sendiri atau bantuan keluarga  dapat  mendorong seseorang menjadi pedagang kaki lima. Jika seseorang membuka usaha sebagai pedagang kaki lima hanya dengan modal sendiri, maka keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya keberadaan pedagang kaki lima bisa disikapi sebagai jenis usaha yang mandiri. Jika seseorang membuka usaha sebagai pedagang kaki lima dengan modal bantuan keluarga, maka resiko kerugian serta pengembangan usaha akan ditanggung bersama anggota keluarga tersebut. Jika resiko kerugian serta pengembangan usaha akan ditanggung bersama anggota keluarga, maka masing-masing anggota keluarga  yang menekuni pekerjaan pedagang kaki lima akan berusaha mengembangkan strategi bersama (bandingkan pada Ernawati, 1995, Jamuin, 2000, Ramli, 1992, Salim 1993,  dan Suharyanti.dkk, 1995)


Dari sejumlah deskripsi itulah, maka tulisan berikut ini diharapkan secara kualitatif  dapat membangun diskusi tentang bagaimana strategi bertahan pedagang kaki lima dalam  menandai dinamika kegiatan ekonomi di perkotaan. Dengan memotret “panggung permainan” pedagang kaki lima di seputar pekantoran Jalan Gatot Subroto DKI Jakarta
, diharapkan tulisan berikut mampu menyajikan lukisan mengenai pola-pola usaha di sektor informal, serta gambaran jaringan sosial melalui habitus-habitus yang dikembangkan para aktor dalam ranah sosial yang menjadi “panggung permainan” mereka (bandingkan pada Bourdieu, 1977 dan Goffman, 1959 dan 1971). 

�Salah satu adegan film Pixote karya Hector Babenco yang diproduksi sekitar tahun 1981, dan mengisahkan tentang meredupnya kediktaktoran di Brazil dan berubah menjadi masa “keajaiban ekonomi” di tahun 1970-an.





�Scheper Hughes (1992) mencoba melihat persoalan ekonomi dan politik nasional --bahkan internasional-- dari kehidupan sehari-hari di Brazil. Tragedi ini, yang disadari akibat kelaparan, sakit dan praktek budaya orang-orang  yang tinggal di kota gubug  Brazil, Alto do Cruzeiro, di Timur Laut Brazil. Horor dan keanehan kondisi hidup yang miskin menyebabkan hampir  satu juta  anak-anak di Brazil di bawah lima tahun meninggal setiap tahun, terutama yang lahir di kota gubug Brazil. Digambarkan, anak-anak dilahirkan tanpa adanya perlindungan tradisonal seperti pemberian ASI serta pemenuhan kebutuhan subsistensinya. Hal itulah yang menyebabkan kematian bayi-bayi (halaman 148). Dia mungkin tidak netral dalam menuliskannya, tetapi dia jujur dalam melukiskan kehidupan sehari-hari tersebut. Buku tersebut, seolah mengajukan pertanyaan yang sulit untuk memecahkan antara relativitas moral dan etika. Pengaruh kemiskinan dan kelaparan terhadap moral, politik, psikologis dan idiologis maupun fisik masyarakat rumah-rumah gubuk di Brazil. Ketidakmerataan dan kelaparan melahirkan kekerasan setiap hari. Negara yang dilanda krisis ekonomi dan suasana transisi justru menciptakan kekerasan dan kelaparan secara dramatis.





� Mulai tahun 1984 kebijakan pembangunan ekonomi meninggalkan sektor pertanian, dengan memacu pertumbuhan industri pengolahan, yang penuh ketergantungan pada impor. Di sektor pertanian diversifikasi dilaksanakan dengan mendorong pertumbuhan komoditi ekspor (terutama kelapa sawit, kakao, udang, tuna dan cakalang) dan ayam ras (konsumsi domestik). Kebijakan baru ini ditopang pula oleh kebijakan pembangunan yang bias perkotaan (urban bias development), termasuk kebijakan perdagangan dan nilai tukar yang sangat melindungi sektor industri. Alokasi anggaran untuk sektor pertanian menurun drastis. Pembangunan infrastruktur pedesaan dan di luar Jawa diabaikan demi memacu pembangunan infrastruktur perkotaan dan di Jawa. Pembangunan pertanian sendiri mulai dilepas untuk didominasi oleh perusahaan besar terutama di bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, dimana pembangunan pertanian harus melibatkan rakyat berupa PIR dengan ketentuan 60 % areal dimiliki oleh plasma. Pada paket deregulasi tahun 1990-an areal menjadi 100 % bisa dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan besar dan malah boleh 100 % modal asing. Kebijakan ini keliru, karena memarjinalisasi hak masyarakat dan menumbuhkan “enclave” kemakmuran warga perusahaan di tengah kemiskinan masyarakat pedesaan. Selama dekade 1990-an jumlah petani gurem yang mengusahakan lahan <0,5 ha meningkat dengan laju 1,5 % dan jumlah buruh tani meningkat dengan laju hampir 5,0 % per tahun. Di lain pihak, 5 perusahaan perkebunan swasta besar menguasai lebih dari satu juta ha lahan perkebunan. Semua nilai tambah jatuh pada perusahaan besar di Jakarta, sedangkan masyarakat lainnya di daerah hanya menerima UMR dan pemerintah daerah menerima PBB yang sangat rendah. Kebijakan ini merupakan kesalahan strategi pembangunan, yang harus diubah dengan memberikan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya domestik pada petani dan masyarakat pedesaan secara berkeadilan. Pertumbuhan pertanian mulai menurun yang mencapai puncaknya ketika impor beras menjadi 6 juta ton tahun 1998 (25 % beras yang ada di pasar dunia) terbesar dalam sejarah.Dalam krisis ekonomi 1997-1999 pertumbuhan sektor pertanian masih positif dimana ekonomi nasional terjadi kontraksi yang cukup besar. Sektor pertanian dan pedesaan menjadi penyelamat kesempatan kerja dampak krisis ekonomi, disertai dengan menurunnya produktivitas tenaga kerja dan kembali membengkaknya kemiskinan pedesaan menjadi 27 % tahun 1998. Kontribusi sektor pertanian pada pendapatan devisa meningkat dengan drastis. Krisis ekonomi menyadarkan akan berbagai kekeliruan pembangunan ekonomi nasional setelah tahun 1984. Ekonomi nasional harus dibangun dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya domestik (sumberdaya alam dan tenaga kerja) secara berkeadilan. Pembangunan tersebut harus melibatkan secara aktif masyarakat dalam perekonomian (“ekonomi kerakyatan”) disertai desentralisasi manajemen pembangunan.





� Bahkan, Sayogo (2002) mencatat, kemiskinan di pedesaan dibuktikan dengan menurunnya jumlah penduduk yang tetap bekerja sebagai petani dan buruh tani. Bertolak dari data satuan rumah tangga, antara tahun 1975 dan 1993  terdapat gambaran bahwa jumlah petani turun dari 48% ke 30%, buruh tani turun dari 12% ke 10%, sebaliknya bukan-petani di desa naik dari 18% ke 22%. Di lingkungan kota, golongan bukan-petani juga meningkat dari 15% menjadi 24%. 





� Bahkan kalau melihat catatan Kompas, sepanjang tahun 2003 sebelum Lebaran 1424 H, paling tidak terdapat 14 kasus penggusuran yang dilakukan Pemda DKI terhadap permukiman warga. Penggusuran juga dialami pedagang kaki lima (PKL). Mulai dari warga Jembatan Besi, Kampung Catering, Cengkareng, Kali Adem, hingga Tegal Alur dan Pedongkelan. Dari 14 kasus penggusuran tersebut, sedikitnya 6.960 keluarga kehilangan tempat tinggal. Jika satu keluarga diasumsikan terhadap empat hingga lima anggota keluarga, bisa dibayangkan sudah lebih dari 27.840 jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Jumlah tersebut belum ditambah dengan puluhan ribu PKL yang harus menyingkir dari DKI Jakarta demi menciptakan Jakarta yang bersih, tertib, dan indah. Bila di Jakarta diperkirakan terdapat 20.000 PKL dengan penghasilan rata-rata Rp 50.000 per hari. Paling tidak senilai Rp 1 miliar uang yang hilang akibat mereka kehilangan tempat usaha. Itu baru satu hari. Bila mereka tidak bisa berjualan lagi dan juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan baru selama satu bulan, maka Rp 30 miliar menguap. Bila satu tahun, nilainya mencapai Rp 1,6 triliun. Jumlah yang sangat fantastis! Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu menyediakan dana sebesar Rp 1,6 triliun bagi para PKL yang sudah tidak bisa berusaha lagi bila keberadaan mereka terus digusur? Sangat mustahil! (� HYPERLINK "http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/22/sorotan/756847.htm" ��http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/22/sorotan/756847.htm�)





� Pedagang kaki lima biasanya menjual dagangannya dengan harga yang tidak pasti, bahkan tak jarang mereka menjual dagangannya dengan harga luncur. Sistem harga luncur ini biasanya harus disertai tawar menawar. Tawar menaear tersebut merupakan refleksi tidak adanya pembukuan yang kompleks pada perhitungan anggaran, sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pembeli. Kesulitan itulah yang mengakibatkan adanya persaingan harga di antara mereka (bandingkan pada Ramli, 1992)


� Kawasan Gatot Subroto lebih dikenal sebagai kawasan perkantoran – kelas sosial menengah ke atas —bukan kawasan pedagangan, sehingga menarik untuk didiskusikan: Siapa saja sebenarnya  yang menjadi konsumen pedagang kaki lima? Bukankah, selama ini hampir sejumlah penelitian tentang pedagang kaki lima cenderung memilih setting teminal, stasiun, pasar, dan tempat keramaian yang seolah merepresentasikan konsumen kelas sosial tententu? Akan tetapi, apakah jenis usaha pedagang kaki lima lebih ditentukan tingkat kebutuhan kelas sosial atau justru representasi tentang kelas sosial tertentu itu menjadi buram ketika dihadapkan pada proses transaksi di lingkungan pedagang kaki lima? Pertanyaan-pertanyaan kecil tersebut muncul, karena berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan didapat informasi bahwa hampir di semua perkantoran di lokasi tersebut juga menyediakan kebutuhan yang sebagian juga dijajakan pedagang kaki lima -- baik melalui koperasi maupun kantin kantor, misalnya.





� Menurut Bourdieu (1977) misalnya,  tindakan sosial dapat dilihat dari pemahaman praktik-praktik setiap agen sebagai kegiatan refleksif dan reproduktif -- baik antara relasi-relasi sosial yang objektif maupun interpretasi-interpretasi subjektif,  baik antara struktur kognitif (ide) maupun realitas sosial (tindakan), baik antara struktural maupun kultural  — bekerja, yang lazim disebut sebagai habitus (kebiasaan). Agen atau individu-individu menggunakan habitus dalam merespons realitas sosial, sementara habitus merupakan struktur subjektif – atau skema-skema interpretif yang bekerja secara tersirat -- yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Atau dengan kata lain, habitus diidentifikasikan oleh skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dalam realitas sosial. Misalnya dalam perjalanan hidupnya, manusia memiliki sekumpulan skema yang diinternalisasikan. Dan, melalui skema itu manusia manusia mempersepsi, memahami, menghargai, dan mengevaluasi realitas sosial. Skema-skema itu berhubungan sedemikian rupa membentuk struktur kognitif yang memberi kerangka tindakan kepada setiap individu dalam kesehariannya bersama orang lain. Dan, pedagang kaki lima – yang terdiri atas individu-individu tersebut--  justru bergulat masuk dalam lingkaran skema-skema ini.
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